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ABSTRACT 

 

TRIDALWANTO LASIMPALA. E1117021. THE ANALYSIS OF THE 

EFFECTIVENESS OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) IN THE 

NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY 

 

This study aims to find and analyze the effectiveness of Local Own-Source 

Revenue (PAD) in the North Bolaang Mongondow Regency government, 

including local taxes, regional levies, separated regional wealth, and others. The 

research design uses a descriptive qualitative approach. The result of the study 

indicates that the Local Revenue of the North Bolaang Mongondow Regency in 

the form of Local Own-Source Revenue (PAD) illustrates a ratio value fluctuating 

during the last three years, namely 2018, 2019, and 2020. Local Own-Source 

Revenue (PAD) in 2018 has an effectiveness ratio value of 101.21 % with very 

effective criteria (>100%). Local Own-Source Revenue (PAD) in 2019 

experiences an increase in the value of the effectiveness ratio of 114.53% with 

very effective criteria (>100%). Meanwhile, Local Own-Source Revenue (PAD) in 

2020 experiences a significant decline with a ratio value of 95.87% with a quite 

effective category (90-99%). The low value of the effectiveness ratio in 2020 is 

due to the value of regional retribution items unable to contribute optimally to the 

value of Local Own-Source Revenue (PAD) of the North Bolaang Mongondow 

Regency, with a very low realization value when compared to the targeted value. 

The value of the effectiveness ratio of regional levies can only be obtained by 

24.16% or is included in the criteria for an ineffective ratio. In addition, if we 

look at the side of regional levies, Local Own- Source Revenue (PAD) in 2018, 

2019, and 2020 have decreased significantly. The year 2019 has a regional 

retribution income value which is only able to provide a realization value of 

51.39% if compared to the targeted value. 

 

Keywords: effectiveness, Local Own-Source Revenue (PAD) 
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ABSTRAK 

TRIDALWANTO LASIMPALA. E1117021. ANALISIS EFEKTIFITAS 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN BOLAANG 

MONGONDOW UTARA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas 

pendapatan asli daerah (pad) pada pemerintah kabupten bolaang mongondow 

utara, mencakup tingkat efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Desain penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan 

daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Pendapatan Asli Derah 

(PAD) mengindikasikan nilai rasio yang mengalami fluktuasi selama tiga tahun 

terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 

memiliki nilai rasio efektivitas sebesar 101,21% dengan kriteria sangat efektif 

(>100%). Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 mengalami peningkatan nilai rasio 

efektivitas sebesar 114,53% dengan kriteria sangat efektif (>100%). Sementara 

itu, Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang signfikan 

dengan nilai rasio sebesar 95,87% dengan kriteria cukup efektif (90-99%). 

Rendahnya nilai rasio efektivitas pada tahun 2020 disebabkan karena nilai item 

retribusi daerah tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap 

nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

dengan nilai realisasi sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang 

ditargetkan. Nilai rasio efektivitas retribusi daerah hanya mampu diperoleh 

sebesar 24,16% atau masuk dalam kriteria rasio tidak efektif. Selain itu, jika 

diperhatikan dari sisi retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, 2019, 

dan 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2019 memiliki nilai 

pendapatan retribusi daerah yang hanya mampu memberikan nilai realiasi sebesar 

51,39% jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan. 

 

Kata kunci: efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan suatu daerah dalam rangka 

pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, dan leluasa guna mengelola 

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi 

daerah itu sendiri.Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai 

dilaksanakan pada januari 2001 menyebabkan reaksi pro dan kontara. Bagi daerah 

yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, pertaturan otonomi daerah ini 

ditanggapi dengan antusias.Namun sebaliknya bagi daerah yang kurang memiliki 

sumberdaya alam memiliki kekhawatiran oleh karena sumber dana pembangunan 

daerah masih mengharapkan sumbangan dari pemerintah pusat.  

Pada tahun 2004 pemerintah mengeeluaran Undang-Undang No. 32 

tentang Pemerintah Daerah, yang member kewenangan kepada daerah untuk 

meingkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemeritahan di daerah. 

Hak otonomi yang diberikan ini menjadi tugas yang dibebankan kepada 

penyelengara pemerintah daerah terutama dalam menggali dan meningkatkan 

sumber  penerimaa yang ada, sehingga proses pembangua di daerah dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 

Dengan adanya otonomi daerah diyakini mampu 

mempercepatpertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi 

kesenjangan antara renponsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di 

daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung 
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jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. 

Adapun misi utama Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang 

nomor 33 tahun 2004 tersebut buka hanya keinginan untuk melimpahkan 

kewenangan pembangunan untuk pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting 

adalah efektifitas sumber daya keuangan. 

Pelaksanaan otonomi daerah baik di kabupaten dan kota, pengelolaan 

keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk pengelola dana 

desentralisasi secaera transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun didaerah adalah cara pengelolaan 

daerah  secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapka agar sesuai 

dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan dari masyarakat yang semakin 

berkembang. 

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka 

melaksanakan pembangunan daerah ini, setiap daerah membutuhkan dana yang 

tidak sedikit, di mana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Oleh 

karena itu, pemeritah daerah harus mengoptimalkan somber-sumber pemerintah 

daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.  Sumber pembiayaan 

yang paling peting dalam mewujudkan otonomi daerah yaitu Pedapatan Asli 

Daerah (PAD). 
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Berdasarkan Undang-Undang no. 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 

menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan pertaturan perundang-undangan.”Sebagai sumber 

penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, PADmenjadi indikator 

yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Hal ini ditunjukan dari 

semakin besar tingkat keterangan ketergantungan penerimaan suatu daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD 

suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat.  

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 

Sedangkan menurut E.E Ghiselli & C.W. Brown (dalam Syamsi, 2014:4) istilah 

efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya 

perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). 

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah ini harus dilakukan secara 

maksimal dengan berdasar pada prinsip efektif dan efisiesi. Input yang 

dikorbankan diupayakan seefektif mungkin tetapi memiliki output yang lebih 

besar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan 

konsep tersebut diharapkan dengan pencapaian hasil didalam memaksimalkan 

pendapan asli daerah (PAD) lebih baik, pengurangan pemborosan –penggunaan 

sumber daya dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 
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Kabupaten Bolaang Mogondow Utara sebagai salah satu daerah pemekaran 

dari Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban untuk menjalankan roda 

pemerintahan melalui pembangunan yang didukung melalui PAD. Adapun 

laporan realisasi PAD Kabupaten Bolaang mongondow Utara dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2020 

TAHUN URAIAN TARGET REALISASI 

2018 

Triwulan 1 13,653,000,000.00 2,424,892,523.00 

Triwulan 2 13,653,000,000.00 5,730,450,773.00 

Triwulan 3 13,653,000,000.00 9,483,055,469.00 

Triwulan 4 16,229,687,927.22 5,968,451.94 

TOTAL 17,644,367,216.94  

TAHUN URAIAN TARGET REALISASI 

2019 

Triwulan 1 15,805,483,657.00 3,569,545,654.69 

Triwulan 2 15,805,483,657.00 3,133,689,952.46 

Triwulan 3 21,107,712,880.00 8,104,332,469.00 

Triwulan 4 21,107,712,880.00 9,366,743,658.56 

TOTAL 24,174,311,734.71  

TAHUN URAIAN TARGET REALISASI 

2020 

Triwulan 1 21,797,662,352.00 3,569,545,654.69 

Triwulan 2 21,797,662,352.00 4,544,743,592.15 

Triwulan 3 21,797,662,352.00 14,434,125,489.00 

Triwulan 4 27,736,023,829.11 (1,672,810.63) 

TOTAL 22,546,741,925.21  

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Bolaang Moondow Utara (data diolah) 

 Berdasdarkan tabel di atas meunjukan nilai realisasi PAD selama 3 tahun 

terakhir, yakni tahun 2018-2020, Nilai realisasi PAD tahun 2018 dan 2019 

mampu mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi nilai realiasi pada tahun 

2020 mengalami penurunan nilai PAD sebesar Rp 1,672,810.63 sehingga 
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menyebabkan target realisasi PAD untuk tahun 2020 jauh dari ekspektasi 

pemerintah daerah. 

 Kondisi ini menunjukan kinerja PAD Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara masih kurang maksimal, pemerintah daerah dinilai belum mampu 

meningkatkan PADnya dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya 

secara efektif dan efisien. Kondisi ini jika dibirakan tentu akan berdampak 

terhadap tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat serta sumber 

berkurangnya sumber penerimaan daerah untuk memibiayai belanja dan 

pengeluran daerah. 

 Pegelolaan keuangan yang baik akan ditunjukan dengan kinerja 

keuangan yang baik. Salah satu alat untuk meganalisis kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerah yakni analisis efektifitas PAD. Dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut 

untuk memiliki kemandirian keuangan daerah. Sehingga perhatian terhadap 

manajemen pedaatan dan analisis pendapatan asli daerah menjadi sangat penting.  

Tingkat penerimaan PAD ikut mempengaruhi pendapatan daerah karena 

digunakan sebagai tonggak anggaran pembangunan dalam rangka 

mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun terlihat adanya peningkatan PAD 

pada satu tahun terakhir, namun perlu juga untuk menganalisis tingkat efektivitas 

dalam memaksimalkan pengelolaan PAD di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara serta upaya yang dapat dilakukan guna menjaga trend kenaikan PAD setiap 

tahunnya. 
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Berdasarkan uraia di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian degan 

judul “Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Bolaaang Mongondow Utara.”  

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatasmaka yang menjadi masalah pokok yang 

dirumuskan adalahBagaimaa tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

tingkat EfektivitasPendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untukmengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)  PadaPemerintah Kabupten Bolaang Mongondow Utara. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi dalam dunia 

akademi khususnya di bidang akuntansi tentang efektifitasPendapatan 

Asli Daerah (PAD). 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah mampu 

mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai 

alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya 

keberhasilan  otonomi daerah. 

3. Bagi Peneliti Selanjunya 

 Bagi peneliti selanjutya, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan 

untuk bahan kajian dan penelitian dalam isu efektivitas dan efisiesi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Otonomi Daerah 

 Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa implikasi otonomi daerah 

terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah, pemerintah daerah dituntuk untuk mampu memberikan 

inoformasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi 

stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu 

memilikisistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah 

yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan 

mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah. Pengembangan sistem 

akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu tantangan karena lingkungan 

sektor pulic sangat kompleks membutuhkan kompetensi tersendiri  untuk 

mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, otonomi daerah adalah kewnangan daerah otonomi untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom, 

selanjutnya desebut daerah, adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan menguru urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesi. Salah satu tujuan 
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pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan 

kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam 

mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi kemampuan daerah 

dalam menghasilkan PAD, maka maka semakin besar pula diskresi daerah untuk 

menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas 

pembanguna daerah.  

 Menurut  Pasal 1 Ayat (1) UU 1945 Negara Indonesia adalah Negara 

kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah sebuah negara yang kepala 

pemerintah bernama Presiden yang dipilih oleh rakyat, kekuasaan presiden 

tersebut dibatasi oleh kontribusi. Indoesia memilih cara desentralisasi dalam 

pemerintahannya. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan 

dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah, dimaksudkan agar daerah dapat 

langsung merasakan program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan 

oleh pusat di daerah masing-masing. 

 Pelaksanaan kebijakan pemerintah indonesia tentang otonomi daerah, 

yaitu kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek 

desntralisasi. Desentralisasi memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat, pembanguan kehidupn 

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pusat dan daerah dan antar daerah, serta mengurangi ketergantungan daerah 

kepada pemerintah pusat (Mahmudi, 2010) dalam Jurnalistiana dan Suartana. 

 Deangan demikian, bila dekaji lebih lanjut isi dan jiwa Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah haru: 
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1) Mampu mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan 

2) Mampu membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan dan 

pelaksanaannya 

3) Mampu mencapai sumber-sumber keuangan sendiri 

4) Mempunyai personil dan sarana prasarana sendiri 

Menurut Sujarweni, (2015) Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah: 

1) Mencegah pemusatan kekuasaan  

2) Terciptanya pemerinyah yang efektif 

3) Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan 

ekonomi di daerah masing-masing 

4) Adanya kesetaraan politik 

5) Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada derahnya 

masing-masing. 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Pada umumnya pendapatan asli daerah adalah kewenangan SKPD. Namun 

ada juga pajak daerah yang merupakan kewenangan PPKD. Kewenangan 

perpajakan daerah tergantung pada jenis dan lingkup satuan kerja yang dituntut 

untuk menjalankan tugas pokok pemungutan pajak daerah tersebut. Semua jenis 

pendapatan tranper merupakan kewenangan PPKD. Lain-lain pendapatan derah 

yang sah juga merupakan kewenangan PPKD. Sedangkan surplus non oprasional 

dan pendapatan luar biasa merupakan kewenangan SKPD. Dalam Konteks 

Akuntansi, pengertian aspek kewenagan berhubungan dengan pihak yang 

bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pelaporan (Siregar, 2015). 
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 Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah 

pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan 

daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan 

pendapatan daerah terutama sumber PAD. Adapun sumber dari PAD ini berasal 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sahh, yang tujuannya yakni memberikan 

keeluasaan kepada daerah dalam menggali, megelola pendanaan dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

2.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.3.1 Pajak Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2011) “pajak adalah iuran rakyat kepada negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang diguankan untuk 

membayar pengeluaran umum.”  

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, 

pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

a. Pajak kendaraan bermotor 
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b. Pajak balik nama kendaraan bemotor 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak air permukaan 

e. Pajak rokok 

2. Pajak Kabupate/Kota, terdiri dari : 

a. Pajak hotel 

b. Pajak retoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Paja penerangan jalan 

f. Pajak parkir 

g. Pajak air tanah 

h. Pajak burung wallet 

i. Pajak mineral bukan ligam dan batuan 

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

2.1.3.2  Retribusi Daerah 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada 

daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber 

keuangan sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah 

dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai 

salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dijelaskan dalam undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatika daerah disamping 
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sumber yang lain. Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-

pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-

jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan 

jasa balik secara langsung dapat ditujukan. Paksaan disini dapat berupa ekonomis, 

bahwa siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. 

Lebih lanut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah 

dimana kita dapat melihat hubangan antara balas jasa yang langsung diterima 

adanya balas jasa tersebut. 

Menurut UU No. 28 tahun 2009, “retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan.” Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda). 

2.1.3.3  Hasil Pengelolaan Kekayan Milik Daerah Yang Dipisahkan 

Pada dasrnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka adalah 

berbentuk difiden, yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah. 

1) Pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD 

2) Pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMN 

3) Pendapatan dividen atas pernyataan modal perusahaan swasta. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Pertambahan_Nilai
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak
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2.1.3.4 Lain-Lain PAD yang Sah 

Lain-lain pendaptan yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam 

jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dinas-dinas.lain-lain usaha daerah yang 

sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 

yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk 

menunjang, melapangkan, dan menetapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang 

tertentu tertentu (dalam Muhtarom,2015). 

Menurut Siregar (2015) jenis pendapatan PAD yang sah meliputu : 

1. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Hasil penjualan aset lainnya 

3. Penerimaan jasa giro 

4. Bunga 

5. Tuntutan ganti kerugian daerah 

6. Komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah 

7. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

8. Denda pajak 

9. Denda retribusi 

10.  Denda pemanfaatan asset daerah 

11.  Dena atas pelanggaran PERDA 

12.  Hasil eksekusi atas jaminan 

13. Dari pngembalian 

14. Fasilitas sosial dan umum 

15. Penyelenggaraan sekolah dan diklat 
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2.1.4  Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.1.5 Efektivitas 

a.  Pengertian Efektivitas 

  Kata efektif berasal dari bahasa inggris effectiveartinya berhasil, sesuatu 

yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Priansa dan Garnida (2013), 

konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di 

dalam maupun di luar organisasi. Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah 

hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran 

seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Karena itu 

efektivitas menunjuk pada kaitan antara outputatau apa yang sudah dicapai atau 

hasil yang sesungguhnya dicapaidengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan 

dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika 

outputyang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.Efektivitas juga 

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public 
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sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 

pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang 

merupakan sasaran yang telah ditentukan.Dalam konteks mencapai tujuan, maka 

efektivitas berarti doing the right thingsatau mengerjakan pekerjaan yang benar. 

Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran 

organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah 

manajer mengerjakan pekerjaan yang benar.  

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Apabila 

suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas 

tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai 

tujan tesebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi 

dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah 

dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

b. Ukuran Efektivitas  

 Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (2016:77), yaitu:  

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi dapat tercapai  
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2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer 

tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi 

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 

ditetapkan,artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional  

4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh oerganisasi dimasa depan  

5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab 

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak 

dan bekerja  

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana 

dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi 

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya  
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8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas 

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53) 

adalah sebagai berikut:  

1) Pencapaian Tujuan  

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.  

2) Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi.  

3) Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja. 
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c. Pengukuran Efektivitas  

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan 

dikaitkan dengan outputnya. Efektif atau tidaknya pekerjaan tersebut dapat dilihat 

dari pencapian atau hasil dari pekerjaan tersebut. Selain itu efektivitas juga sangat 

erat hubungannya dengan proses pekerjaan yang dilaksanakan, apakah pekerjaan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan 

bagaimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Bagi instansi pemerintah, 

efektivitas organisasi semakna dengan program yang mempunyai pengruh besar 

dengan kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, dan lain 

sebagainya. 

 Pengertian efektivitas yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil, 

ataue efektivitas dari pemerintah daerah adalah tujuan pemerintah daerah tersebut 

dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program 

dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran 

dengan hasil  (output-outcome). Outcome ada segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsi keluaran dalam jangka menengah. 

 Didalam mengukur tingkat efektivitas pendapatan Asli Daerah (PAD), 

digunakan alat ukur berupa rasio. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin 

baik kinerja pemerintah daerah.Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.Mahmudi 

(2010) menjelaskan rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan 
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realisasi penerimaan dengan target penerimaan (dianggarkan). Adapun rasio 

efektivitas dalam mengujur efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah 

daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Rasio efektivitas PAD yang diperoleh menunjukan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Secara 

umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Rasio Efektivitas 

 

Kriteria Efektivitas Kriteria Rasio Efektivitas (%) 

Sangat Efektiv >100 

Efektiv 100 

Cukup Efektiv 90-99 

Kurang Efektiv 75-89 

Tidak Efektiv 75 

Sumber : Mahmudi (2010) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Dalam kajian pustaka berguna sebabgai bahan acuan yang relevan dengan 

penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya 

plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini Peneliti Ajukan 

Referensi Yang berkaitan dengan penelitian ini tabel berikut ini: 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Rasio Efektifitas =                                                                                     x 100% 

                               Target Penerimaan PAD 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

peneliti, 

Tahun 

Judul  

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Rosmaniar 

(2012) 

Analisis Efektivitas Dan 

Efisiensi Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah(Studi pada di 

Kabupaten Aceh 

Tenggara) 

Hasil penelitian menujukan bahwa 

efisiensi upaya pengumpulan PAD di 

Kabupaten Aceh Tenggara tergolong 

tinggi. Sedangkan dari pengukuran 

efektifitas, realisasi penerimaan PAD 

Kabupaten Aceh Tenggara terbilang 

efektif setelah pemberlakuan UU No. 34 

tahun 2000 yang melebihi target yang 

dianggarkan. 

2 Asriat&Ward

a (2017) 

Efektivitasdankontribusipa

jakdaerah Terhadap 

Pendapatanaslidaerah 

Prvinsi Sulawesi Selatan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dar 

isegi efektifitas pemungutan pajak 

daerah menunjukan hasil cukup efektif. 

Sedangkan kontribusi pajak daerah 

terbilang cukup besar dalam meberikan 

sumbangsih bagi penerimaan PAD.  

3 Romdani, 

Isharijadi, 

Yusdita 

(2019) 

Analisis Efisiensi Dan 

Efektivitas Penerimaan 

Pendapatan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Dalam 

Meningkatkan PAD Kota 

Madiun 

Hasil peelitian yang diperoleh 

menunjukan bahwa kebijakan-

kebijakan yang diberlakukan di kota 

Madiun sangat proaktif dalam rangka 

pemunguta pajak daerah. Namun tidak 

dapat diingkari bahwa adanya potensi 

penurutnan wajib pajak, akan tetapi 

secara keseluruhan selama urung waktu  

dua tahun (2017-2018) berhasil 

menigkatkan potensi pada wajib pajak 

baru. Dari segi efisinesi, berdasarkan 

data perolehan pajak selama tiga rahun 

berada pada jangkauan atara cukup 

efisien dan efisien. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Pada dasarnya, efektivitas pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk 

memaksimalkan pencapaia hasil yang sesuai dengan apa yang 

ditargetkan.Pengukuran tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur 
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dengan menggunakan Rasio efektivitas yang hasilnya di diukur berdasarkan 

kriteria efektivitas yang telah tersedia. 

 Berdasarkan uraian diatas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, 

maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

Pedapatan Asli Daerah (PAD)  

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

Kriteria Tingkat Rasio 

Efektifitas  

- Pajak Daerah 
- Retribusi Daerah 

- Hasil Pengelolaan 

kekayaan yang 

dipisahkan 

- Lain-lain PAD 
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Analisis Rasio Efektifitas 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

  Dalam penelitian ini objek yang dipilih adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan mengambil data leporan 

keuangan berupa realisasi anggaran dari tahun  2017-2019. 

3.2  Metode Penelitian  

3.2.1 Metode Penelitian 

 Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengacu pada 

pendapat  Moleong (2010), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya 

motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata  secara alamiah dan memanfaatkan 

metode alamiah.  

  Sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Pendekatan ini berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi dengan menggunakan 

rasio yang diimplementasikan yakni rasio efektivitas dan rasio efisiesi.  
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3.2.2 Oprasional Variabel 

 Aarah penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas PAD yang diukur 

dengan menggunakan kriteria rasio efektivitas yang didasarkan pada kriteria 

tertentu. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dituliskan 

sebelumnya, maka penulis dapat memberikan gambaran tentang operasionalisasi 

variabel pada penelitian yang akan dilakukan seperti yang tampak pada tabel 

berikut ini : 

TABEL 3.1 

Oprasional Variabel 

Sumber : Mahmudi (2010)  

 

3.2.3  Jenis Data dan Sumber Data 

 

VARIABEL 

 

DIMENSI 

 

INDIKATOR 

 

SKALA 

 

Efektivitas 

Pendapatan 

Asli Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pajak Daerah: 

 

Realisasi Pajak Daerah 

                                          x100% 

Target Pajak Daerah 

 

 

Rasio 

Retribusi Daerah: 

 

Realisasi Retribusi Daerah 

                                          x100% 

Target Retribusi Daerah 

 

 

Rasio 

Hasil Pengelolaan Kekyaan Yang 

Dipisahkan: 

 

Realisasi Hasil Pengelolaan 

                                          x100% 

Target Hasil Pengelolaan 

 

 

Rasio 

Lain-lain PAD yang sah: 

 

Realisasi lain-lain PAD yang sah 

                                           x100% 

Target Lain-Lain PAD yang sah 

 

 

Rasio 
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3.2.3.1 Jenis Data 

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang merupakan keterangan, penjelasan dari hasil 

interview, wawancara, observasi dilapangan yang diolah untuk mendukung 

penjelasan dalam analisis. Jenis data ini diperoleh dari sumber primer. 

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari 

sumber data sekunder, baik berupa dokumen, laporan-laporan ilmiah, atau 

terbitan berkala relevan dengan permasalahan yang dibahas. 

3.2.3.2 Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer, menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang 

langsung diberikan kepada pengumpul data, artinya data yang diperoleh secara 

langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara dengan pimpinan serta staf tang terkait dalam 

penelitian ini di Badan Pengelola Keuangan Kab. Bolaang Mogodow Utara. 

2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah data yang tidak 

langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder yang digunaka pada penelitia ini berupa data 

yang dokumen-dokumen serta arsip dan informasi yang berhubungan dengan 

penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2017-2020. Data yang akan diolah ini bersumber dari instansi 

Badan Pengelola Keuangan Kab.Bolaang Mongondow Utara.        

3.2.4   Metode Pengumpulan Data 
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 Metode pengumpulan data adalah cara teknik atau cara-cara yang dapat 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara: 

1) Penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah 

berbagai buku literatur, lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

2) Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Observasi, yaitu mengadakan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yanjg diteliti dan mengumpulkan data yang diperlukan. 

3.2.6  Teknik Analisis Data  

 Teknik Analisa Data Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang 

paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap 

berikut ini :  

1. Tahap Penelitian  

a. Perencanaan  

pada tahap ini kegiatan yang dilakukan Peneliti adalah memberikan surat 

penelitian Badan Pengelola Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Utara. 

a. Pelaksanaan  

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah  Peneliti melaksanakan 

pembelajaran pada sampel penelitian.  

b. Evaluasi  
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Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah 

dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan.  

c. Penyusunan  

 Tahap ini Peneliti melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dari 

laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Kab. 

Bolaang Mongondow Utara. 

 Untuk mengelola pengumpulan data yang telah dikumpulkan dari hasil 

penelitian guna mencapai tujuan. Guna mengukur tingkat efektifitas PAD peneliti 

menggunakan analisis rasio efektifitas degan rumus sebagai berikut: 

 

  Realisasi Penerimaan PAD 

Rasio Efektifitas =                                                                x 100% 

                                      Realisasi Target Penerimaan PAD 

 

 Dari perolehan hasil rasio masing-masing tahun, peneliti kemudian 

membandingkan, mengkaji dan menganalisis berdasarkan kriteria rasio efektifitas 

berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Rasio Efektifitas 

 

Kriteria Efektifitas Kriteria Rasio Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif 75 
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Sumber : Mahmudi (2010) 

Setelah nilai rasionya diperoleh dan diketahui masuk dalam kriteria 

tertentu, peneliti kemudian megkaji satu persatu dan meginterpretasi  alsan-alasan 

atau gagasan yang mengarah diperoleh kriteria tersebut sehingga akan dapat 

diketahui sebuah gambaran secara jelas tentang kondisi efektivitas  PAD 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk diadakan perbaikan-perbaikan 

didalam pengambilan kebijakan strategis untuk masa depan daerah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Profil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sering disingkat Bolmong Utara 

(Bolmut) adalah daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang 

Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan penetapannya 

sebagai daerah otonom dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR-RI) dalam sidang Paripurna tanggal 8 Desember 2006. Kemudian UU 

pembentukannya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 

Januari 2007 yang untuk kabupaten Bolmong Utara ditetapkan menjadi Undang – 

Undang Nomor 10 Tahun 2007.  Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu daerah 

induk yang melahirkan 2 daerah otonom (Kabupaten dan Kota) merupakan 

kabupaten dengan wilayah terluas di Sulawesi Utara. 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ibukotanya adalah Boroko  

adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Adapun Bupati yang menjabat 

sekarang adalah Bapak Drs. H. Depri Pontoh dan Wakil Bolmut  adalah Bapak 

Drs. Amin Lasena, M.A.P. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 

Kecamatan dan 106 desa dan 1 kelurahan, dengan luas wilayah 1.852,86 km² dan 

total populasi 77.002 Jiwa serta kepadatan 39 jiwa/km². 
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Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 

: 

"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, 

Mandiri, Berbudaya, Dan Berdaya Saing”  

Sedangkan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah: 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya; 

2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and Clean 

Government); 

3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan 

pariwisata; 

4. Memantapkan pemetaan pembangunan infrasturktur wilayah yang handal; 

Arah Kebijakan IDEAL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mecakup: 

1. Seluruh anak usia sekolah (wajib belajar 9 tahun) mendapatkan pendidikan 

yang layak dan terjangkau; 

2. Seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dan 

murah 

3. Menjadikan seluruh potensi daerah sebagai lokomitif pertumbuhan 

ekonomi 

4. Seluruh tatanan pemerintahan (aparatur) berperan aktif dan kreatif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

5. Seluruh wilayahay terjangkau akses infrasturktur dasar yang handal 

6. Seluruh Tatanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan 

dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan 
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7. Melestarikan budaya lokal sebagai kepribadian masyarakat Bolaang 

Mongondow Utara dalam menunjang pengembangan industry pariwisata 

Strategi pembangundan daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara mecakup: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan 

meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan dan profesionalisme tenaga 

pendidik dan tenaga medis 

2. Meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan dengan meningkatkan 

keterampilan tenaga kerja 

3. Meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan 

mendorong penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja-kerja 

pemerintahan 

4. Meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan public 

5. Mengembangkan dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah 

berorientasi penerapan teknologi dalam pengelolaan potensi SDA 

6. Mendorong pertumbuhan sector pertanian, perikanan, dan pariwisata 

dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang 

7. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang berwawasan lingkungan 
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4.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara 

  Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara berasal dari tiga komponen utama yakni: 

1. Pendapatan pajak daerah 

Adapun sumber-sumber pendapatan pajak daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara terdiri atas: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

2. Pendapatan retribusi daerah 

Adapun sumber-sumber pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara terdiri atas: 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum 

c. Retribusi pelayanan pasar 

d. Retribusi pengujian kenderaan bermotor 

e. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
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f. Retribusi mendirikan bangunan 

g. Retribusi izin gangguan 

h. Retribusi izin trayek 

3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni berupa 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD 

4. Lain-lain PAD yang sah 

Lain-lain PAD yang sah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri 

atas: 

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 

b. Penerimaan jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Tuntutan ganti kerugian daerah 

e. Pendaptan daerah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

f. Lain-lain PAD yang sah lainnya 

g. Pendapatan dana kapitalisaasi JKN 

h. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) 

4.1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara 

a. Rasio Efektivitas Pajak Daerah 

  Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari sumber pemasukan 

pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dihitung 

dengan menggunakan formulasi berikut: 
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           Realisasi Pajak Daerah 

Rasio Efektifitas =                                                                x 100% 

                                      Target Penerimaan Pajak Daerah 

 

 Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas pajak daerah di atas akan 

dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut: 

Kriteria Efektifitas 
Kriteria Rasio 

Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif 75 

   Sumber : Mahmudi (2010) 

 Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan 

pajak daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka efektivtas pajak 

daerah dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2018  

Komponen Pajak Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% 

Ket. 

Pajak Hotel 75.000.000 54.627.050 -20.372.950 72,84% Tidak Efektfiv 

Pajak Restoran 650.000.000 680.013.605 30.013.605 104,62% Sangat Efektiv 

Pajak Hiburan 2.000.000 0 -2.000.000 0,00% Tidak Efektfiv 

Pajak Reklame 128.066.931 138.621.585 10.554.654 108,24% Sangat Efektiv 

Pajak Penerangan Jalan 1.786.153.531 1.734.299.906 -51.853.625 97,10% Cukup Efktiv 

Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 

1.000.000.000 973.367.559 -26.632.441 97,34% Cukup Efktiv 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan 
900.000.000 872.082.618 -27.917.382 96,90% Cukup Efktiv 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 
26.155.800 39.940.700 13.784.900 152,70% Sangat Efektiv 

Total Pajak Daerah 4.567.376.262 4.492.953.023 -74.423.239 98,37% Cukup Efktiv 

Sumber: Data Olahan 2021 
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  Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total pajak daerah tahun 2018 dari 8 item pajak daerah mencapai sebesar 98,37% 

dari yang ditergetkan, dengan selisih kurang sebesar Rp 74.523.239. Angka ini 

jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Cukup 

Efektif (90% - 99%). Dari 8 item penerimaan pajak daerah tersebut, item 

penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak 

reklmae dan pajak restoran memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai 

rasio diatas 100%. Sedangkan item penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan 

masuk dalam kriteria tidak efektif dengan nilai rasio dibawah 75%. 

 

 

Tabel 4.2  

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2019  

Komponen Pajak Daerah 

Target 

Penerimaan 
(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 
(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% Ket. 

Pajak Hotel 80.000.000 58.129.000 -21.871.000 72,66% 
Tidak 

Efektfiv 

Pajak Restoran 650.000.000 987.015.191 337.015.191 151,85% 
Sangat 

Efektiv 

Pajak Hiburan 1.000.000 0 -1.000.000 0,00% 
Tidak 

Efektfiv 

Pajak Reklame 150.000.000 167.407.274 17.407.274 111,60% 
Sangat 

Efektiv 

Pajak Penerangan Jalan 1.700.000.000 1.843.810.803 143.810.803 108,46% 
Sangat 

Efektiv 

Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 1.000.000.000 712.530.216 

-

287.469.784 71,25% 
Tidak 

Efektfiv 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan 950.000.000 1.030.864.836 80.864.836 108,51% 
Efektiv 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 40.000.000 307.429.900 267.429.900 768,57% 
Sangat 

Efektiv 

Total Pajak Daerah 4.571.000.000 5.107.187.220 536.187.220 111,73% 
Sangat 

Efektiv 

Sumber: Data Olahan 2021 
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  Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total pajak daerah tahun 2019 dari 8 item pajak daerah mencapai sebesar 111,73%, 

lebih dari yang ditrgetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 536.187.220. Angka ini 

jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat 

Efektif (> 100 %). Dari 8 item penerimaan pajak daerah tersebut, item penerimaan 

Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan 

pajak restoran juga memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio 

rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan pajak hotel, pajak mineral 

bukan logam dan batuan dan pajak hiburan masuk dalam kriteria tidak efektif 

dengan nilai rasio rata-rata dibawah 75%. 

Tabel 4.3  

Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2020  

Komponen Pajak Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 
(Rp) 

% Ket. 

Pajak Hotel 65.000.000 49.750.000 -15.250.000 76,54% 
Kurang 

Efektfiv 

Pajak Restoran 500.000.000 666.970.840 166.970.840 133,39% 
Sangat 

Efektiv 

Pajak Hiburan 1.500.000 1.500.000 0 100,00% Efektfiv 

Pajak Reklame 120.000.000 126.126.137 6.126.137 105,11% 
Sangat 

Efektiv 

Pajak Penerangan Jalan 1.700.000.000 1.711.132.309 11.132.309 100,65% 
Sangat 

Efektiv 

Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 600.000.000 630.002.779 30.002.779 
105,00% 

Sangat  

Efektfiv 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan 1.042.958.017 982.433.402 -60.524.615 
94,20% 

Cukup 

Efektiv 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 25.000.000 23.413.750 -1.586.250 
93,66% 

Cukup 

Efektiv 

Total Pajak Daerah 4.054.458.017 4.191.329.217 136.871.200 103,38% 
Sangat 

Efektiv 
Sumber: Data Olahan 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total pajak daerah tahun 2020 dari 8 item pajak daerah mencapai sebesar 103,38%, 

lebih dari yang ditrgetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 136.871.200. Angka ini 

jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat 

Efektif (> 100 %). Dari 8 item penerimaan pajak daerah tersebut, item penerimaan 

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, 

pajak restoran dan pajak hiburan juga memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif 

dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan pajak hotel 

masuk dalam kriteria kurang efektif dengan nilai rasio hanya sebesar 76,54%. 

b. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah 

 Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen dari sumber pemasukan 

pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah 

dihitung dengan menggunakan formulasi berikut: 

 

           Realisasi Retribusi Daerah 

Rasio Efektifitas =                                                                x 100% 

                                      Target Penerimaan Retribusi Daerah 

 

 Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas Retribusi Daerah di atas akan 

dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut: 

Kriteria Efektifitas 
Kriteria Rasio 

Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif 75 

   Sumber : Mahmudi (2010) 
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 Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan 

Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka 

efektivtas Retribusi Daerah dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.4  

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2018  

Komponen Retribusi Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% Ket. 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.675.000.000 2.215.818.759 540.818.759 132,29% 
Sangat 

Efektfiv 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum 55.000.000 7.297.000 -47.703.000 13,27% 
Tidak 

Efektiv 

Retribusi Pelayanan Pasar 130.000.000 164.841.000 34.841.000 126,80% 
Sangat 

Efektfiv 

Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 0 0 0 0,00% 
Tidak 

Efektiv 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 50.000.000 52.029.554 2.029.554 104,06% 
Sangat 

Efektiv 

Retribusi Izin Trayek 1.000.000 855.000 -145.000 85,50% 
Kurang 

Efektiv 

Total Retribusi Daerah 1.911.000.000 2.440.841.313 529.841.313 127,73% 
Sangat 

Efektiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

    

 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total retribusi daerah tahun 2018 dari 6 item penerimaan retribusi daerah mencapai 

sebesar 127,73%, lebih dari yang ditrgetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 

529.841.313. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas 

masuk dalam kategori Sangat Efektif (> 100 %). Dari 6 item penerimaan retribusi 

daerah tersebut, item penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 
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pelayanan pasar dan retribusi izin mendirikan bagunan memiliki kriteria penilaian 

Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item 

penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum masuk dalam kriteria 

tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75%. 

 

 

 

Tabel 4.5  

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2019  

Komponen Retribusi Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% Ket. 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.033.750.000 955.474.518 

-

1.078.275.482 46,98% 
Tidak 

Efektfiv 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum 10.000.000 9.308.000 -692.000 93,08% 
Cukup 

Efektiv 

Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000 167.700.000 7.700.000 104,81% 
Sangat 

Efektfiv 

Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 0 0 0 0,00% 

Tidak 

Efektiv 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 57.500.000 30.195.000 -27.305.000 52,51% 
Tidak 

Efektiv 

Retribusi Izin Trayek 1.000.000 0 -1.000.000 0,00% 
Tidak  

Efektfiv 

Total Retribusi Daerah 2.262.250.000 1.162.677.518 

-

1.099.572.482 51,39% 
Tidak  

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 
    

 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total retribusi daerah tahun 2019 dari 6 item penerimaan retribusi daerah mencapai 

sebesar 51,39%, masih dibawah dari yang ditrgetkan, dengan selisih kurang 

sebesar Rp 1.009.572.482. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat 

efektivitas masuk dalam kategori Tidak Efektif (< 75 %). Dari 6 item penerimaan 

retribusi daerah tersebut, item penerimaan retribusi pelayanan pasar memiliki 
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kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. 

Sedangkan item penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin 

mendirikan bangunan dan retribusi izin trayek memiliki kriteria tidak efektif 

dengan nilai rasio kurang dari 75%. 

Tabel 4.6  

Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2020  

Komponen Retribusi Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% Ket.  

Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.471.127.591 934.145.768 

-

3.536.981.823 20,89% 
Tidak  

Efektfiv 

Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan 95.000.000 5.895.000 -89.105.000 6,21% 
Tidak  

Efektfiv 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum 7.500.000 8.756.000 1.256.000 116,75% 
Sangat  

Efektfiv 

Retribusi Pelayanan Pasar 100.000.000 131.825.000 31.825.000 131,83% 
Sangat  

Efektfiv 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 

raga 35.000.000 32.300.000 -2.700.000 92,29% 
Cukup 

Efektfiv 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 100.000.000 48.604.988 -51.395.012 48,60% 
Tidak  

Efektfiv 

Total Retribusi Daerah 4.808.627.591 1.161.526.756 

-

3.647.100.835 24,16% 
Tidak  

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

    

 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total retribusi daerah tahun 2020 dari 6 item penerimaan retribusi daerah mencapai 

sebesar 24,16%, masih dibawah dari yang ditrgetkan, dengan selisih kurang 

sebesar Rp 3.647.100.835. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat 

efektivitas masuk dalam kategori Tidak Efektif (< 75 %). Dari 6 item penerimaan 

retribusi daerah tersebut, item penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi 

pelayana parkir ditepi jalan umum memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif 

dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan retribusi 

lainnya memiliki nilai kriteria tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75%. 
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c. Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan merupakan salah satu 

komponen dari sumber pemasukan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana pengukuran terhadap tingkat 

efektivitas penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dihitung 

dengan menggunakan formulasi berikut: 

 
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 

Rasio Efektifitas =                                                                                                     x 

100% 
                                      Target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 

 

 Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Yang Dipisahkan di atas akan dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut: 

Kriteria Efektifitas 
Kriteria Rasio 

Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif 75 

   Sumber : Mahmudi (2010) 

 

 Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana 

terlampir, maka efektivtas Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dapat 

dihitung sebagai berikut: 
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Tabel 4.7  

Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Tahun 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% 

Ket. 

2018 886.839.194 886.839.194 0 100,00% Efektiv 

2019 1.055.651.225 1.055.651.225 0 100,00% Efektiv 

2020 596.478.408 596.478.408 0 100,00% Efektiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

   

 

 

  Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan tahun 2018, 2019, 2020 

mencapai masing-masing sebesar 100%, nilai tersebut sama dengan jumlah yang 

ditargetkan, sehingga nilai jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas 

masuk dalam kategori Efektif (100 %), baik tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. 

d. Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah 

  Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan salah satu komponen dari sumber 

pemasukan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara, dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan 

Lain-Lain PAD Yang Sah dihitung dengan menggunakan formulasi berikut: 

 
      Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah 

Rasio Efektifitas =                                                                                          x 
100% 
                                      Target Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah 

 

 Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah di 

atas akan dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut: 
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Kriteria Efektifitas 
Kriteria Rasio 

Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif 75 

   Sumber : Mahmudi (2010) 

 

 Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan 

Lain-Lain PAD Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka 

efektivtas Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 4.8  

Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018  

Komponen Retribusi Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% Ket. 

Hasil penjualan asset daerah yang tidak 

dipisahkan 129.547.500 129.547.500 0 100,00% 
 

Efektfiv 

Penerimaan jasa giro 750.000.000 726.074.462 -23.925.538 96,81% 
Cukup 

Efektfiv 

 Pendapatan bunga 3.000.000.000 3.009.770.429 9.770.429 100,33% 
Sangat  

Efektfiv 

Tuntutan ganti kerugian daerah 1.891.209.094 1.971.173.143 79.964.049 104,23% 
Sangat  

Efektfiv 

Pendaptan daerah atas keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan 14.481.100 20.590.947 6.109.847 142,19% 
Sangat 

Efektfiv 

Lain-lain PAD yang sah lainnya 79.234.777 193.678.426 114.443.649 244,44% 
Sangat  

Efektfiv 

Pendapatan dana kapitalisaasi JKN 3.000.000.000 2.553.999.545 -446.000.455 85,13% 
Cukup 

Efektfiv 

Dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) 0 0 0 0,00% 
Tidak 

Efektfiv 

Total Lain-Lain PAD Sah 8.864.472.471 8.604.834.452 -259.638.019 97,07% 
Cukup  

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

    

 

  Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2018 dari 8 item penerimaan Lain-Lain 

PAD Yang Sah mencapai sebesar 97,07%, masih sedikit dibawah dari yang 

ditrgetkan, dengan selisih kurang sebesar Rp 259.638.019. Angka ini jika 
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dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Cukup 

Efektif (90%-99 %). Dari 8 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut, 

item penerimaan Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan 

bunga, Tuntutan ganti kerugian daerah, Pendaptan daerah atas keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan dan Lain-lain PAD yang sah lainnya memiliki kriteria 

penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%.  

Tabel 4.9  

Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2019  

Komponen Retribusi Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% Ket. 

Penerimaan jasa giro 750.000.000 905.630.940 155.630.940 120,75% 
 Sangat 

Efektfiv 

 Pendapatan bunga 2.000.000.000 3.413.120.329 1.413.120.329 170,66% 
Sangat 

Efektfiv 

Tuntutan ganti kerugian daerah 1.629.056.586 4.091.540.886 2.462.484.300 251,16% 
Sangat  

Efektfiv 

Pendaptan daerah atas 

keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan 1.000.000 1.000.000 0 100,00% 

 

Efektfiv 

Pendapatan dari pengembalian 362.040.066 362.040.066 0 100,00% Efektfiv 

Lain-Lain PAD Yang Sah 126.488.005 110.833.314 -15.654.691 87,62% 
 Cukup 

Efektfiv 

Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN 8.350.226.998 7.964.630.235 -385.596.763 0,00% 
Tidak 

Efektfiv 

Total Lain-Lain PAD Sah 13.218.811.655 16.848.795.770 3.629.984.115 127,46% 
Sangat  

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

    

 

 

 

 

  Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2019 dari 8 item penerimaan Lain-Lain 

PAD Yang Sah mencapai sebesar 127,46%, memiliki nilai realisasi lebih 

ditrgetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 3.629.984.115. Angka ini jika 

dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat 



45 
 

 

Efektif (> 100 %). Dari 8 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut, 

item penerimaan Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga dan Tuntutan ganti 

kerugian daerah memiliki kriteria penilaian Kurang Efektif dengan nilai rasio rata-

rata dibawah 100%. 

Tabel 4.10  

Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2020  

Komponen Retribusi Daerah 

Target 

Penerimaan 

(Rp)  

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp)  

Rasio Efektivitas 

Capaian  

Lebih / 

 - Kurang 

(Rp) 

% 

Ket. 

Hasil penjualan asset daerah yang 

tidak dipisahkan 0 17.022.200 17.022.200 0,00% 
 Tidak 

Efektfiv 

Penerimaan jasa giro 745.000.000 1.151.407.312 406.407.312 154,55% 
Sangat 

Efektfiv 

 Pendapatan bunga 1.800.000.000 2.457.952.052 657.952.052 136,55% 
Sangat  

Efektfiv 

Tuntutan ganti kerugian daerah 4.065.561.907 4.303.267.941 237.706.034 105,85% 
 Sangat 

Efektfiv 

Pendaptan daerah atas 

keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan 306.461.932 309.420.697 2.958.765 100,97% 

Sangat 

Efektfiv 

Pendapatan dari pengembalian 29.555.251 40.897.076 11.341.825 138,37% 
Sangat 

Efektfiv 

Pendapatan Denda Pajak 635.400 5.700.860 5.065.460 897,21% 
Cukup 

Efektfiv 

Lain-Lain PAD Yang Sah 280.823.253 333.340.137 52.516.884 118,70% 
Sangat 

Efektfiv 

Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN 11.048.422.070 12.022.359.248 973.937.178 108,82% 
Sangat 

Efektfiv 

Total Lain-Lain PAD Sah 18.276.459.813 20.641.367.523 2.364.907.710 112,94% 
Sangat 

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 
    

 

 

  Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas 

total Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2020 dari 9 item penerimaan Lain-Lain 

PAD Yang Sah mencapai sebesar 112,94%, memiliki nilai realisasi lebih 

ditargetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 2.364.907.710. Angka ini jika 

dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat 

Efektif (> 100 %). Keseluruhan 9 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah 
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tersebut, memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata 

diatas 100%. 

4.1.4 Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara 

  Berdasarkan hasil perhitungan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari Pendapatan pajak daerah, 

Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah selama tiga tahun terakhir dapat digambarkan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 11 

Raio Efektivitas PAD tahun 2018 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

PAD 

Tahun 2018 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Efektivitas 

Ket. 

Pajak Daerah 4.567.376.262 4.492.953.023 98,37% 
Cukup 

Efektfiv 

Retribusi Daerah 1.911.000.000 2.440.841.313 127,73% 
Sangat  

Efektfiv 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 886.839.194 886.839.194 100,00% 
 

Efektfiv 

Lain-Lain PAD  8.864.472.471 8.604.834.452 97,07% 
Cukup 

Efektfiv 

Total PAD Tahun 2018 16.229.687.927 16.425.467.982 101,21% 
Sangat  

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

   

 

 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tahun 2018 total PAD 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeiliki nilai rasio efektivitas 101,21% 

dengan kriteria penilaian Sangat Efektif karena nilai rasio diatas 100%. Hal ini 

menunjukan bahwa tahun 2018 capaian penerimaan realisasi PAD berhasil 

melebihi jumlah PAD yang ditargetkan. Terlihat dari rasio efektivitas item PAD 

berupa Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, telah 

mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan nilai PAD tahun 2018. 

Tabel 12 

Raio Efektivitas PAD tahun 2019 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

Tahun 

Tahun 2019 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Efektivitas 

Ket. 

Pajak Daerah 4.571.000.000 5.107.187.220 111,73% 
Sangat  

Efektfiv 

Retribusi Daerah 2.262.250.000 1.162.677.518 51,39% 
Tidak 

Efektfiv 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 1.055.651.225 1.055.651.225 100,00% 
 

Efektfiv 

Lain-Lain PAD  13.218.811.655 16.848.795.771 127,46% 
Sangat  

Efektfiv 

Total PAD Tahun 2019 21.107.712.880 24.174.311.734 114,53% 
Sangat  

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tahun 2019 total PAD 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeiliki nilai rasio efektivitas 114,53% 

dengan kriteria penilaian Sangat Efektif karena nilai rasio diatas 100%. Hal ini 

menunjukan bahwa tahun 2019 capaian penerimaan realisasi PAD berhasil 

melebihi jumlah PAD yang ditargetkan. Terlihat dari rasio efektivitas item PAD, 

walaupun nilai realisasi sangat rendah atau dibawah target untuk item retribusi 

daerah yakni 51,39%, akan tetapi item PAD yang lainnya mampu memberikan 

kontribusi besar dalam meningkatkan nilai PAD tahun 2019. 
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Tabel 13 

Raio Efektivitas PAD tahun 2020 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

Tahun 

Tahun 2020 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Efektivitas 

Ket. 

Pajak Daerah 4.054.458.017 4.191.329.217 103,38% 
Sangat  

Efektfiv 

Retribusi Daerah 4.808.627.591 1.161.526.756 24,16% 
Tidak  

Efektfiv 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 596.478.408 596.478.408 
100,00% 

 

Efektfiv 

Lain-Lain PAD  18.276.459.813 20.641.367.524 112,94% 
Sangat  

Efektfiv 

Total PAD Tahun 2020 27.736.023.829 26.590.701.905 95,87% 
Cukup 

Efektfiv 

Sumber: Data Olahan 2021 

   

 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tahun 2020 total PAD 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeiliki nilai rasio efektivitas 95,87% 

dengan kriteria penilaian Kurang Efektif karena nilai rasio berada pada kisaran 

90%-99%. Hal ini menunjukan bahwa tahun 2019 capaian penerimaan realisasi 

PAD sedikit dibawah dari jumlah PAD yang ditargetkan. Terlihat dari rasio 

efektivitas item PAD, nilai realisasi retribusi daerah nilainya sangat rendah atau 

dibawah dari target yakni hanya 24,16% atau tdak efektif, akan namun dmeikian 

item PAD yang lainnya mampu memberikan kontribusi besar dalam 

meningkatkan nilai PAD tahun 2020. 

Oleh karena itu, berdasarkan pencapaian PAD selama 3 tahun terakhir 

pada Kabupaten BOlaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020, 

perkembangannya dapat digambarkan dalam gambar grafik berikut: 
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Gambar 4.1 

Grafik Rasio Efektivitas PAD tahun 2018-2019 

Kabupaten Bolaang Mongodow Utara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Olahan 2021 

  Berdasarkan gambar grafik diatas, menunjukan selama tiga tahun terakhir 

yakni tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 penermaan daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara berupa Pendapatan Asli Derah (PAD) menunjukan nilai rasio 

yang mengalami fluktuasi, dimana tahun 2019 semapat mengalami peningkatan 

jika dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi tahun 2020 nilai rasio 

mengalami penurunan yang signifikan, jika dibandingkan dengan tahun 2019. 

Tahun 2018 dan 2019 nilai rasio efektivitas mampu diperoleh lebih dari 100% 

dengan kriteria sangat efektif, akan tatapi tahun 2020 memiliki nilai diabwah 

100% dengan kriteria cukup efektif pada kisaran rasio 90-99%. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukan 

bahwasanya nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 

2018, 2019 dan tahun 2020 menunjukan nilai rasio efektivitas yang fluktuatif, 

dengan kecenderungan penurunan nilai tahun 2020 jika dibandingkan dengan 

nilai rasio efektvitas tahun 2019. Nilai rasio efektivitas tahun 2018 dan 2019 

masuk dalam kriteria sangat efketif (diatas > 100%) akan tetapi nilai rasio tahun 

2020 masuk dalam kriteria cukup efektif (90%-99%). 

Penurunan nilai rasio efektivitas di tahun 2020 ini diakibatkan karena nilai 

item retribusi daerah tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal 

terhadap nilai pendaptan asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara, dengan nilai realisasi sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang 

ditargetkan, dimana nilai rasio efektivitas retribusi daerah hanya mampu 

diperoleh sebesar 24,16% atau masuk dalam kriteria rasio tidak efektif. Selain itu 

juga, jika diperhatian hasil penerimaan PAD untuk item retribusi daerah, tahun 

2018, 2019 dan tahun 2020 memangan mengalami penurunan yang signifikan. 

Tahun 2019 saja, nilai pendapatan retribusi daerah juga hanya mampu 

memberikan nilai realiasi sebesar 51,39% jika dibandingkan dengan nilai yang 

ditargetkan. 

Berbeda dengan nilai rasio efektivitas untuk item PAD seperti pajak 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, 

menunjukan nilai yang relaitf mengalami peningkatan atau dengan kata lain nilai 

raiso efektivitas lebih cenderung sebesar 100% atau diatas 100% ditahun-tahun 
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terakhir yakni 2019 dan 2020 dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menujukan, 

kontribusi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-

lain PAD yang sah masih memdapat memberikan kontribusi besar dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara. 

Hasil penelitian ini berebda dengan penelitian Rosmaniar (2012) tetnag 

studi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten 

Aceh Tenggara) yang menunjukan nilai pajak daerah relative tinggi. Sama halnya 

dengan penelitian Asriat & Warda (2017) tentang Efektivitas dan kontribusi 

pajak daerah Terhadap Pendapatan asli daerah Prvinsi Sulawesi Selatan dimana 

menunjukan bahwa dar isegi efektifitas pemungutan pajak daerah menunjukan 

hasil cukup efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah terbilang cukup besar 

dalam meberikan sumbangsih bagi penerimaan PAD. 

Oleh karena itu, rendahnya capaian realisasi PAD sangat berpengaruh 

terhadap sumber penerimaan daerah yang nantinya akan digunakan didalam 

merealisasikan program-program pemerintah daerah yang telah direncananakan 

pada tahun sebelumnya. Jika penerimaan asli daerah diperoleh dengan nilai 

dibahwa dari yang ditergetkan maka pemerintah daerah akan kesulitan didalam 

melakukan pembiayaan terhadap program-program yang akan direalisasikan. 

Atau dengan kata lain, akan banyak program-program pememerintah yang tidak 

akan terlaksana karena tidak memiliki sumber penerimaan daerah yang cukup 

untuk membiayainya. 
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Disisi lain, penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah juga akan 

berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah yang cenderung lebih 

memiliki ketergantungan terhadap sumber pendapapatan penerimaan keuangan 

dari pusat, atau daerah dapat dikatan belum manejadi daerah yang mandiri. Sebab 

kemandirian daerah akan tercipta apabila nilai realisasi PAD mampu memberikan 

kontribusi besar sebagai sumber penerimaan daerah. 

Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan pendapat Beni (2016) tentang 

konsep efektivitas dimana efektivitask berhubungan dengan derajat keberhasilan 

suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika 

kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan 

pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.  Dalam 

konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the right things atau 

mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan 

pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan 

sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar.  

Selain itu juga, rendanya capaian penerimaan atau realisasi PAD 

menunjukun kemampuan manajemen daerah yang belum maksimal didalam 

mengelola sumber-sumber peneirmaan daerah secara efektif dalam rangka 

memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari 

hasil realiasi pendapapatan asli daerah, nilai realisasi pajak daerah dan retribusi 

daerah masih memiliki angka yang tidak begitau besar jika dibandingkan degan 

lain-lain PAD yang sah dengan nilai jauh lebih besar kontribusinya. 



53 
 

 

Adapun komponen-komponen PAD selama tiga tahun terakhir pada 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Grafik Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, 2019 dan 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2021 

Berdasarkan gambar di atas, dari empat komponen PAD, item lain-lain 

PAD yang sah menunjukan nilai yang paling besar kontirbusinya dalam 

Penerimaan Asli Daerah selama tiga tahun terakhir dengan nilai rasio hingga 

mencapai 66% ditahun 2020 dengan tren yang cenderung magalami peningkatan 

setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan tigakomponen penerimaan asli daerah 

(PAD) lainnya. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, pada komponen PAD yang sah, 

item pendaptan bunga, pendapatan tuntutan ganti rugi daerah dan pendapatan dana 

kapitalisasi JKN memiliki nilai realisai yang sangat besar jika dibandingkan 

dengan nilai pajak retribusi daerah. Bahkan komponen pendapatan dana 

28%

12%

5%

55%

22%

11%

5%

62%

15%

17%

2%

66%



54 
 

 

kapitalisasi JKN merupakan komponen PAD yang sah terbesar dengan nilai 

cenderung mengalami peningkatan signfikan selama tiga tahun terakhir. 

Berdasarkan hal tersbut di atas, maka dapat diketahui nilai peroleh pajak 

dan retribusi daerah belum dapat memberikan kontribusi besar dalam peneirmaan 

asli daerah pada Kabupaten Bolaang Mongndow Utara, jika dibandingkan dengan 

komponen PAD yang sah terutama pada item Kapitalisasi dana JKN. Hal ini dapat 

menjelaskan kepada kita bahwa, pemerintah daerah belum secara efektif mampu 

meningkatkan perekonomian daerah secara efektif. Nilai pajak dan tribusi daerah 

yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat perputaran ekonomi masyarakt 

disuatu daerah sangat tinggi, sebab pajak daerah dipungut dari kegiata usaha 

masyarat sedangkan retribusi daerah dipungut dari aktivitas ekonomi masyarakat. 

Kedua hal tersebut merupakan pondasi ekonomi daerah yang merupakan 

barometer maju tidaknya perputaran eknomi disuatu daerah. 

Sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah merupakan komponen 

penerimaan asli daerah yang merupakan peneirmaan pendapatan yang bersumber 

selain dari aktivitas eknomi masyarakat. Sehingga kecenderungan nilai 

pendapatan asli daerah dari komponen lain-lain PAD sah yang lebih besar 

porsinya jika dibandingkan degnan pajak dan retribusi daerah menunjukan daerah 

tersebut belum dapat mengoptimalkan pengeolaan sumber-sumber ekonomi 

daerah secara serius, serta menunjukan kinerja pemerintah daerah dinilai belum 

mampu menggali potensi daerah secara efektif dan efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 

penerimaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Pendapatan 

Asli Derah (PAD) mencakup nilai rasio efektivitas pajak daerah tahun 2018 

masuk dalam kriteria cukup efektif dan tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kriteria 

sangat efektif. Nilai rasio efektivitas retribusi daerah tahun 2018 masuk dalam 

kriteria sangat efektif, akan tetapi tahun 2019 dan tahun 2020 masuk dalam 

kriteria tidak efektif. Nilai rasio hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan tahun 

2018, 2019 dan tahun 2020 masuk dalam kriteria efektif. Nilai rasio lain-lain PAD 

yang sah tahun 2018 masuk dalam kriteria cukup efektif, tahun 2019 dan 2020 

masuk dalam kriteria sangat efektif. 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara kesuluruhan nilai rasio 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa 

Pendapatan Asli Derah (PAD) yang mengalami fluktuasi dengan nilai rasio 

efektivitas yang cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan nilai 

rasio efektivitas di tahun 2020 ini diakibatkan karena nilai item retribusi daerah 

tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap nilai pendaptan 

asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan nilai realisasi 

sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan, dimana nilai rasio 
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efektivitas retribusi daerah hanya mampu diperoleh kriteria rasio tidak efektif. 

Selain itu juga, jika diperhatian hasil penerimaan PAD untuk item retribusi 

daerah, tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 memangan mengalami penurunan yang 

signifikan. Tahun 2019 saja, nilai pendapatan retribusi daerah juga hanya mampu 

memberikan nilai realiasi sebesar 51,39% jika dibandingkan dengan nilai yang 

ditargetkan. 

  Oleh karena itu, rendahnya capaian realisasi PAD sangat berpengaruh 

terhadap pembiaayan program-program pemerintah daerah yang telah 

direncananakan pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah akan 

mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah daerah juga akan memiliki 

keterganutngan terhadap sumber pembiayaan dari pusat. Selain itu juga, rendanya 

capaian penerimaan atau realisasi PAD menunjukun kemampuan manajemen 

daerah yang belum maksimal didalam mengelola sumber-sumber peneirmaan 

daerah secara efektif dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

4.2 Saran 

  Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Perlunya upaya serius Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara didalam menggali potensi-potensi daerah didalam mengembakan dan 

memajukan daerah, sehingga pengelolaan sumber daya daerah secara 

maksimal diaharapkan dapat memajukan eknomi masyarakat dan daerah 

sehingga akan berdampak terhadap pajak dan retribusi daerah seubagai 

komponen penerimaan asli daerah. Sumber daya daerah yang dapat 
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dikembangkan dan digali potensinya secara serius dapat berupa sektor jasa 

pariwisata, pertanian dan kelautan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakuan penelitian sehubungan dengan 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah dan pengkajian kebijakan-kebijkaan pemerintah daerah 

didalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan upaya-upaya penggalian 

potensi daerah secara optimal yang dapat menigkatkan ekonomi masyarakat. 
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